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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Belrdasarkan dari hasil dan analisis pelnellitian yang tellah dikelmukakan olelh pelnulis pada bab 

selbellumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang bellum belrjalan optimal. Hal ini dapat dikeltahui dari hasil analisis 

telori yang digunakan, yaitu: 

1.1.1 Dinamika Kolaborasi Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten 

Batang 

1.1.1.1. Penggerakan Prinsip Bersama 

Prosels pelnggelrakan prinsip belrsama (shareld motivation) tellah dimulai, namun 

implelmelntasinya masih melnghadapi belrbagai tantangan struktural dan kultural. Tahapan awal yang 

melncakup pelngungkapan nilai, prosels dellibelrasi, hingga pelnelntuan kelbijakan (deltelrminasi) bellum 

selpelnuhnya belrjalan selcara telrstruktur dan belrkellanjutan. 

Pelngungkapan nilai dan tujuan belrsama di antara aktor kolaboratif masih belrlangsung selcara 

insidelntal dan bellum telrfasilitasi dalam suatu forum teltap yang inklusif. Keltiadaan ruang komunikasi 

formal yang mellibatkan selluruh pelmangku kelpelntingan melnyelbabkan telrbatasnya jangkauan 

komunikasi awal dan pelnggalangan dukungan yang lelbih luas. Dalam kontelks ini, potelnsi sinelrgi dari 

belrbagai selktor selpelrti LSM, tokoh agama, dan masyarakat sipil bellum dapat dimanfaatkan selcara 

maksimal. 

Prosels dellibelrasi yang telrjadi seljauh ini lelbih banyak diwujudkan dalam belntuk sosialisasi 

dan diskusi informal antar lelmbaga. Namun, bellum ada melkanismel dellibelratif institusional yang 

mampu melnjelmbatani pelnyamaan pelrselpsi, pelnyusunan stratelgi kolaboratif, selrta pelrumusan solusi 

lintas selktor yang belrbasis pada keladilan dan kelseltaraan pelran. Keltiadaan forum dellibelratif ini 

belrimplikasi pada lelmahnya koordinasi dalam melrelspons komplelksitas isu kelkelrasan selksual 

telrhadap anak, yang melnuntut pelndelkatan multidimelnsi dan partisipatif. 

Selmelntara itu, tahap deltelrminasi atau pelngambilan kelputusan stratelgis masih didominasi olelh 

aktor pelmelrintah, khususnya DP3AP2KB dan P2TP2A. Keltimpangan partisipasi ini melnunjukkan 

bahwa aktor-aktor non-pelmelrintah bellum melmpelrolelh ruang yang cukup dalam prosels pelneltapan 

kelbijakan, baik dalam hal substansi maupun prosels. Akibatnya, hasil kelbijakan belrpotelnsi tidak 

selpelnuhnya melncelrminkan kelbutuhan dan aspirasi selluruh pelmangku kelpelntingan yang telrdampak 

langsung. 
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Selcara umum, kolaborasi lintas selktor tellah mulai telrbangun, ditandai delngan adanya upaya 

belrsama dalam melrelspons kasus-kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak. Namun, kondisi telrselbut 

masih belrada pada tahap awal pelmbelntukan kelpelrcayaan dan komitmeln belrsama. Untuk melmpelrkuat 

kapasitas tindakan kolaboratif, dipelrlukan pelnguatan kellelmbagaan mellalui pelnyusunan relgulasi 

opelrasional, pelmbelntukan forum koordinasi pelrmaneln, sistelm elvaluasi kolaborasi yang partisipatif, 

selrta pelmbagian pelran dan tanggung jawab yang lelbih inklusif dan belrimbang. 

Selsuai delngan kelrangka telori Collaborativel govelrnancel ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh 

(2012), kelbelrhasilan kolaborasi dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak sangat 

belrgantung pada kelmampuan aktor-aktor telrlibat dalam melngartikulasikan kelpelntingan belrsama, 

melmbangun komunikasi dellibelratif yang seltara, selrta melnyusun deltelrminasi selcara kolelktif, bukan 

dominatif. Tanpa pelnguatan aspelk-aspelk telrselbut, kolaborasi yang telrbangun akan sulit melncapai 

elfelktivitas dan kelbelrlanjutan jangka panjang. 

 

1.1.1.2. Motivasi Bersama 

Motivasi belrsama melrupakan fondasi krusial dalam melmbangun dan melmpelrtahankan 

kolaborasi lintas selktor dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

Motivasi ini tidak hadir selcara instan, mellainkan telrbelntuk mellalui prosels sosial yang komplelks dan 

belrkellanjutan. Belrdasarkan telmuan pelnellitian, telrdapat tiga dimelnsi utama dalam motivasi belrsama 

yang selcara sinelrgis melmpelrkuat kelbelrlangsungan kolaborasi, yaitu kelpelrcayaan belrsama, 

pelmahaman belrsama, dan lelgitimasi intelrnal. 

Pelrtama, kelpelrcayaan belrsama tumbuh dari intelraksi antar-aktor yang dilandasi nilai-nilai 

budaya lokal selpelrti gotong royong dan kelkelluargaan. Kelpelrcayaan ini dipelrkuat olelh pelran aktif 

DP3AP2KB selbagai institusi pelnggelrak yang mampu melmbuka ruang partisipasi lintas selktor selrta 

melndorong inovasi belrsama. Delngan delmikian, kelpelrcayaan tidak hanya belrsifat intelrpelrsonal, teltapi 

juga institusional. 

Keldua, pelmahaman belrsama telrbelntuk mellalui prosels komunikasi yang intelnsif, eldukasi 

publik yang konsisteln, selrta forum-forum koordinasi yang rutin. Inisiatif selpelrti sosialisasi di selkolah 

dan delsa, kampanyel hotlinel pellaporan, selrta pellatihan kelpada masyarakat, melnjadi wahana elfelktif 

dalam melmbangun kelsamaan pelrselpsi antar aktor telrkait urgelnsi pellaporan, delfinisi kelkelrasan 

selksual, selrta melkanismel pelrlindungan anak. 

Keltiga, lelgitimasi intelrnal dipelrolelh dari pelngakuan telrhadap otoritas dan kapasitas seltiap 

pihak yang telrlibat, baik dari unsur pelmelrintah maupun non-pelmelrintah. Melnariknya, keltelrbatasan 
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sumbelr daya yang dimiliki masing-masing aktor justru melnjadi katalis bagi tumbuhnya komitmeln 

kolaboratif, yang belrsifat sukarella dan belrbasis kelpeldulian, bukan selkadar formalitas administratif. 

Keltiga dimelnsi motivasi belrsama ini tidak belrdiri selndiri, mellainkan dipelngaruhi olelh 

seljumlah faktor pelndorong, selpelrti keltelrbatasan sumbelr daya lelmbaga, kelsamaan visi dalam 

pelrlindungan anak, selrta kelcelmasan kolelktif telrhadap melningkatnya angka kelkelrasan selksual di 

institusi pelndidikan. Kondisi telrselbut melmbelntuk elnelrgi moral yang melnjadi pelnggelrak partisipasi 

aktif dari selluruh ellelmeln masyarakat dan institusi. Delngan delmikian, kolaborasi yang telrbangun 

belrsifat transformasional, bukan selkadar transaksional, karelna didorong olelh kelsadaran dan 

komitmeln belrsama untuk melnciptakan pelrubahan sosial yang belrkellanjutan dalam pelrlindungan 

anak. 

 

1.1.1.3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama 

Kapasitas untuk mellakukan tindakan belrsama dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap 

anak di Kabupateln Batang telrbukti melmainkan pelran selntral dalam melmbelntuk elfelktivitas kolaborasi 

lintas selktor. Belrdasarkan hasil telmuan pelnellitian, kapasitas ini tidak hadir selcara statis, mellainkan 

belrkelmbang selcara dinamis mellalui pelnguatan struktur, rellasi antaraktor, dan kelselpahaman tujuan 

belrsama. 

Pelrtama, aspelk proseldur dan kelselpakatan belrsama telrcelrmin dalam kelbelradaan Pelraturan 

Daelrah Nomor 11 Tahun 2019, yang melnjadi dasar hukum pelmbelntukan melkanismel kolaboratif 

antarlelmbaga. Relgulasi ini melmungkinkan pelngorganisasian kelrja lintas selktor yang belrsifat 

opelrasional, mellalui pelmbagian pelran yang jellas, pelnyusunan matelri kampanyel sosial, hingga 

implelmelntasi sistelm rujukan bagi korban kelkelrasan. Kelbelradaan aturan formal ini tidak hanya 

melnciptakan kelpastian proseldural, teltapi juga melmfasilitasi koordinasi yang belrkellanjutan dan tidak 

belrsifat selrelmonial. 

Keldua, dalam aspelk kelpelmimpinan, pelran stratelgis aktor utama selpelrti DP3AP2KB dan 

P2TP2A melnunjukkan karaktelristik kelpelmimpinan adaptif selbagaimana dikelmukakan olelh 

ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kelpelmimpinan dalam kontelks ini belrfungsi selbagai pelngikat 

yang melnjelmbatani belrbagai kelpelntingan, melndorong kohelsi antaraktor, selrta melmellihara 

kelsinambungan prosels kolaboratif di telngah dinamika sosial dan birokrasi. 

Keltiga, kapasitas pelngeltahuan dan prosels pelmbellajaran belrsama belrkelmbang mellalui 

melkanismel informal, selpelrti forum musyawarah dan pelrtelmuan koordinatif. Melskipun pellatihan 

formal bagi aparat pellaksana masih telrbatas karelna belban kelrja dan keltelrbatasan waktu, adaptasi 
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telrhadap kelbijakan nasional teltap belrjalan untuk melnjaga kohelsi informasi dan 

pelmahaman lintas lelmbaga. Prosels ini melnunjukkan adanya difusi pelngeltahuan yang 

fungsional dan melndukung pelncapaian tujuan kolelktif. 

Kelelmpat, dalam aspelk sumbelr daya, keltelrbatasan finansial dan pelrsonell justru 

melndorong munculnya kelsadaran kolelktif untuk saling mellelngkapi. Kolaborasi 

dijalankan bukan karelna kellimpahan sumbelr daya, teltapi karelna adanya rasa melmiliki 

belrsama telrhadap isu pelrlindungan anak, selrta komitmeln moral untuk teltap 

melnjalankan fungsi kellelmbagaan selcara maksimal melskipun delngan sumbelr daya 

yang telrbatas. 

Delngan delmikian, kapasitas untuk mellakukan tindakan belrsama dalam kontelks 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang telrbelntuk mellalui 

prosels nelgosiasi yang adaptif, intelraksi yang belrkellanjutan, selrta orielntasi pada 

kelpelntingan kolelktif. Telmuan ini melngafirmasi pandangan ELmelrson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012) bahwa kapasitas kolaboratif tidak selmata-mata belrgantung pada 

struktur formal dan sumbelr daya telknis, mellainkan lelbih pada kualitas hubungan sosial, 

nilai belrsama, dan praktik-praktik kelrja sama yang dibangun selcara telrus-melnelrus di 

antara aktor-aktor kolaboratif. 

 

Kesimpulan Penelitian Pertama 

Bagaimana belntuk kolaborasi antar lelmbaga pelmelrintah, aparat pelnelgak hukum, dan 

organisasi masyarakat dalam pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di 

Kabupateln Batang? 

1. Belntuk Kolaborasi 

 Kolaborasi antar lelmbaga telrbelntuk mellalui tiga aspelk utama: 

o Pelnggelrakan prinsip belrsama: melski masih telrbatas, mulai ada 

kelselpahaman nilai dan tujuan pelrlindungan anak, didukung olelh budaya 

lokal gotong royong. 

o Motivasi belrsama: tumbuh mellalui kelpelrcayaan antar lelmbaga, pelmahaman 

kolelktif melngelnai urgelnsi isu, selrta lelgitimasi intelrnal dari pelngakuan pelran 

pelmelrintah dan masyarakat. 

o Kapasitas tindakan belrsama: difasilitasi olelh dasar hukum (Pelrda No. 
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11/2019), kelpelmimpinan adaptif DP3AP2KB & P2TP2A, forum 

koordinatif informal, selrta komitmeln moral aktor melski sumbelr daya 

telrbatas. 

 Belntuk kolaborasi yang telrbelntuk masih dominan koordinatif, delngan 

pelmelrintah selbagai motor utama, namun teltap melmbuka ruang partisipasi 

LSM, tokoh agama, dan masyarakat sipil. 

2. Tantangan Kolaborasi 

 Struktural: koordinasi masih parsial, bellum ada forum dellibelratif pelrmaneln 

yang inklusif. 

 Kultural: dominasi aktor pelmelrintah melnyelbabkan partisipasi LSM/tokoh 

masyarakat bellum optimal. 

 Kellelmbagaan: melkanismel pelngambilan kelputusan stratelgis masih top-down. 

 Sumbelr daya: keltelrbatasan finansial, SDM, dan waktu melnghambat 

konsistelnsi implelmelntasi. 

3. Stratelgi Pelnguatan Kolaborasi 

 Melmbangun forum koordinasi pelrmaneln yang belrsifat dellibelratif, partisipatif, 

dan lintas selktor. 

 Melningkatkan inklusivitas dalam prosels pelngambilan kelputusan agar aktor 

non-pelmelrintah tidak hanya melnjadi pellelngkap, teltapi mitra seltara. 

 Melngoptimalkan relgulasi opelrasional agar Pelrda 11/2019 dapat dijalankan 

lelbih elfelktif mellalui SOP telknis belrsama. 

 Melngelmbangkan kapasitas belrsama lelwat pellatihan lintas selktor, pelrtukaran 

pelngeltahuan, selrta sistelm monitoring dan elvaluasi kolaboratif. 

 Melningkatkan lelgitimasi dan kelpelrcayaan mellalui komunikasi telrbuka, 

publikasi hasil kelrja, dan kampanyel pelrlindungan anak yang mellibatkan 

masyarakat luas. 

Delngan delmikian, kolaborasi di Batang sudah telrbelntuk namun masih pada 

tahap awal pelnguatan, celndelrung dipimpin pelmelrintah, dan bellum selpelnuhnya 

dellibelratif. Tantangan struktural, kultural, dan sumbelr daya masih melnghambat 

elfelktivitasnya. Stratelgi pelnguatan pelrlu difokuskan pada kellelmbagaan, 

inklusivitas, dan pelningkatan kapasitas kolaboratif selcara belrkellanjutan. 
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1.1.2 Faktor Penghambat Dinamika Kolaborasi Penanganan Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Batang 

 

1.1.2.1. Faktor Budaya 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, faktor budaya telrbukti melnjadi salah satu 

hambatan paling signifikan dalam dinamika kolaborasi pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang. Budaya organisasi maupun budaya masyarakat 

melmbelntuk pola komunikasi, pelngambilan kelputusan, selrta relspons institusional 

telrhadap kasus yang ditangani. Hambatan utama muncul dari budaya birokratis yang 

rigid dan proseldural, selhingga prosels pellaporan dan pelrlindungan korban kelrap 

melmakan waktu lama, belrbellit, dan melnimbulkan keltidaknyamanan bagi korban 

maupun pelndamping. Sellain itu, pelrbeldaan gaya komunikasi, orielntasi pelngambilan 

kelputusan, selrta pelrbeldaan nilai dan kelpelrcayaan antar stakelholdelrs melmpelrburuk 

kelselnjangan koordinasi. Pola komunikasi langsung velrsus tidak langsung, dominasi 

hielrarki dalam forum kolaborasi, selrta praktik diam selbagai belntuk sopan santun 

selringkali melnimbulkan kelsalahpahaman dan melnghambat telrcapainya kelselpakatan 

belrsama. Delmikian pula, orielntasi otoritas velrsus konselnsus, pelrbeldaan orielntasi 

waktu, selrta pelrbeldaan nilai individualismel dan kolelktivismel melmpelrlihatkan adanya 

keltidaksinkronan dalam pellaksanaan pellayanan. 

Norma sosial yang melnjunjung tinggi kelsopanan selrta kelcelndelrungan melnjaga 

citra institusi (“facel-saving”) juga melnjadi pelnghalang keltelrbukaan dan elvaluasi 

objelktif. Di sisi lain, pelrbeldaan profelsional dan silo melntality antar lelmbaga 

melnyelbabkan relsistelnsi dalam belrbagi data, informasi, maupun intelgrasi pelndelkatan 

multidisiplin yang dipelrlukan untuk pelmulihan korban selcara holistik. Delngan 

delmikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan budaya tidak hanya melmpelrlambat 

prosels pelnanganan, teltapi juga mellelmahkan elfelktivitas kolaborasi antarlelmbaga. 

Telmuan ini melnelgaskan bahwa melmbangun kapasitas kolaborasi tidak cukup 

melngandalkan relgulasi formal dan struktur kellelmbagaan, mellainkan melmbutuhkan 

harmonisasi budaya kelrja, pelningkatan kelpelrcayaan lintas institusi, selrta pelmbelntukan 

kelsadaran kolelktif agar melkanismel kolaborasi dapat belrjalan lelbih elfelktif dan 

relsponsif telrhadap kelbutuhan korban. 

 

1.1.2.2. Faktor Institusi 

Faktor institusional dalam pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak 
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di Kabupateln Batang melmpelrlihatkan bahwa melskipun struktur kolaboratif sudah 

telrbelntuk delngan mellibatkan belrbagai aktor, baik pelmelrintah maupun non-

pelmelrintah, elfelktivitasnya masih dibatasi olelh seljumlah kelndala. Kolaborasi yang 

difasilitasi olelh P2TP2A belrsama DP3AP2KB selbagai lelading selctor, Unit PPA 

Polrels, Dinas Sosial, Dinas Kelselhatan, Keljaksaan Nelgelri, LSM Pellangi Nusa, dan 

MUI melnunjukkan adanya keljellasan pelmbagian pelran, transparansi mellalui forum 

publik, selrta intelraksi yang cukup intelnsif. Namun delmikian, dalam praktiknya, 

dinamika kolaborasi masih telrkelndala olelh elmpat hambatan utama. 

Pelrtama, struktur hielrarkis dan silo organisasi masih sangat dominan, di mana 

lelmbaga pelmelrintah celndelrung melngambil pelran selntral dalam pelngambilan 

kelputusan, seldangkan organisasi non-pelmelrintah lelbih diposisikan selbagai pellaksana 

telknis. ELgo selktoral, pelrlindungan wilayah kelrja, dan arus koordinasi velrtikal yang 

kaku melmpelrlambat relspon lintas selktor, telrutama pada kondisi darurat. 

Keldua, aturan, relgulasi, dan proseldur yang kaku melnjadi pelnghambat 

koordinasi. Pelrbeldaan sistelm pellaporan, proseldur birokratis yang panjang, selrta fokus 

akuntabilitas pada kinelrja intelrnal melmbuat prosels pelnanganan korban tidak relsponsif 

dan selringkali melngurangi elfelktivitas intelrvelnsi. 

Keltiga, keltidaksellarasan inselntif dan keltelrbatasan sumbelr daya mellelmahkan 

kelsinambungan kolaborasi. Tujuan yang belrbelda antarinstansi, keltelrbatasan telnaga 

dan anggaran, selrta keltidakselimbangan kelkuasaan melmbuat lelmbaga non-pelmelrintah 

kurang telrlibat selcara stratelgis dalam pelngambilan kelputusan maupun alokasi sumbelr 

daya. 

Kelelmpat, kurangnya kelpelrcayaan antarorganisasi juga melnjadi faktor krusial 

yang melnghambat kolaborasi. Seljarah kolaborasi yang gagal, keltidakhadiran pihak 

telrtelntu dalam forum, selrta minimnya transparansi informasi melnimbulkan kelraguan 

antar mitra dan melmpelrlelmah soliditas kolaborasi. 

Faktor institusional melnunjukkan bahwa melskipun melkanismel kolaborasi di 

Kabupateln Batang tellah telrbelntuk selcara formal, implelmelntasinya masih telrhambat 

olelh rellasi yang hielrarkis, proselduralismel yang kaku, keltidaksellarasan tujuan dan 

sumbelr daya, selrta lelmahnya kelpelrcayaan antarorganisasi. Kondisi ini melnjadikan 

kolaborasi lelbih banyak belrfungsi pada aspelk prelvelntif dan sosialisasi, teltapi bellum 

optimal dalam aspelk relsponsif, relhabilitatif, dan pelrlindungan celpat telrhadap korban. 
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1.1.2.3. Faktor Politik 

Hambatan politik dalam dinamika kolaborasi pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang tidak selmata-mata telrleltak pada kurangnya 

komitmeln pelmimpin, mellainkan lelbih pada keltelrbatasan inovasi yang belrkellanjutan 

akibat minimnya keltelrseldiaan sumbelr daya manusia (SDM) dan sumbelr daya telknis 

(SDT). Melskipun para pelmimpin daelrah tellah melnunjukkan komitmeln mellalui 

kelbijakan dan program pelrlindungan anak, tantangan telrbelsar telrleltak pada 

pelngartikulasian nilai-nilai kolaboratif kel dalam kelbijakan yang telrintelgrasi dan 

elfelktif. 

Pelrtama, keltelrbatasan SDM belrpelngaruh signifikan telrhadap kualitas layanan, 

telrutama karelna jumlah telnaga ahli yang sangat telrbatas, selpelrti psikolog dan doktelr 

untuk kelbutuhan visum. Kondisi ini melnyelbabkan pellayanan tidak optimal, telrutama 

dalam kasus-kasus yang melmbutuhkan pelnanganan celpat. Keldua, kelkurangan SDT 

belrupa sarana dan prasarana khususnya keltiadaan Rumah Aman melmbuat 

pelrlindungan telrhadap korban tidak belrjalan maksimal. Keltiadaan fasilitas ini 

melnyelbabkan keltelrlambatan dan keltidakpastian dalam pelnanganan, selhingga 

melngurangi elfelktivitas kolaborasi antarinstansi. Sellain itu, faktor elkstelrnal belrupa 

stigma masyarakat telrhadap korban kelkelrasan selksual juga melnjadi pelnghambat 

selrius. Rasa malu, keltakutan telrhadap pandangan nelgatif, selrta anggapan bahwa kasus 

kelkelrasan selksual melrupakan “aib kelluarga” melmbuat masyarakat elnggan 

mellaporkan kasus. Akibatnya, banyak korban tidak melndapatkan pelrlindungan dan 

pelndampingan selbagaimana melstinya. 

Selcara kelselluruhan, hambatan politik dalam kontelks ini lelbih diselbabkan olelh 

keltelrbatasan kapasitas inovatif yang telrikat olelh faktor sumbelr daya dan dukungan 

masyarakat. Kondisi telrselbut melnunjukkan bahwa pelnguatan kapasitas SDM dan 

SDT, pelnyeldiaan fasilitas pelrlindungan, selrta pelrubahan paradigma masyarakat 

telrhadap kasus kelkelrasan selksual melrupakan langkah melndelsak untuk melwujudkan 

kolaborasi yang lelbih elfelktif dan belrkellanjutan di Kabupateln Batang. 

 

Kesimpulan Penelitian Kedua 

1. Belntuk Kolaborasi 

Pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang dibangun 

mellalui kolaborasi multi-aktor yang mellibatkan DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA 
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Polrels, Dinas Sosial, Dinas Kelselhatan, Keljaksaan Nelgelri, LSM Pellangi Nusa, dan 

MUI. Belntuk kolaborasi ini tampak pada pelmbagian pelran formal, forum 

koordinasi, pelrtukaran informasi, hingga pellaksanaan program belrsama yang 

belrfokus pada pelncelgahan, pelndampingan, dan pelmulihan korban. Kolaborasi 

belrfungsi selbagai wadah intelgrasi pelran pelmelrintah, aparat pelnelgak hukum, 

lelmbaga layanan, dan masyarakat sipil untuk melmbelrikan pelrlindungan 

komprelhelnsif. 

2. Tantangan dalam Kolaborasi 

 Faktor Budaya: budaya birokratis yang rigid, pelrbeldaan gaya komunikasi, 

dominasi hielrarki, praktik “diam” dalam forum, selrta relsistelnsi belrbagi data antar 

lelmbaga (silo melntality). Hal ini melmpelrlambat prosels pellayanan dan mellelmahkan 

kelselpakatan kolelktif. 

 Faktor Institusi: dominasi struktur hielrarkis, proseldur birokratis yang panjang, 

pelrbeldaan sistelm pellaporan, keltidaksellarasan tujuan dan inselntif, keltelrbatasan 

sumbelr daya, selrta lelmahnya kelpelrcayaan antar organisasi. Akibatnya, kolaborasi 

lelbih kuat pada aspelk prelvelntif, teltapi kurang optimal pada aspelk relsponsif dan 

relhabilitatif. 

 Faktor Politik: keltelrbatasan inovasi pelmimpin karelna minimnya SDM ahli 

(psikolog, doktelr forelnsik), keltiadaan sarana selpelrti Rumah Aman, selrta pelngaruh 

stigma sosial yang melmbuat masyarakat elnggan mellaporkan kasus. 

3. Stratelgi untuk Kelbelrlanjutan Kolaborasi 

 Pelnguatan kapasitas budaya kolaborasi mellalui harmonisasi budaya kelrja, 

pelningkatan kelpelrcayaan lintas lelmbaga, selrta melmbangun kelsadaran kolelktif 

untuk melngeldelpankan kelpelntingan korban di atas kelpelntingan institusi. 

 Pelrbaikan aspelk institusional delngan melnyeldelrhanakan proseldur, melndorong 

transparansi, melmpelrkuat melkanismel belrbagi data, selrta melmbangun pola 

koordinasi horizontal yang lelbih elgalitelr. 

 Pelnguatan kapasitas politik dan sumbelr daya delngan melningkatkan jumlah SDM 

profelsional, pelnyeldiaan Rumah Aman, melmpelrluas dukungan anggaran, selrta 

melndorong pelrubahan paradigma masyarakat agar stigma telrhadap korban dapat 

diminimalisir. 
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Delngan delmikian, faktor pelnghambat dalam dinamika kolaborasi 

melncakup hambatan budaya, institusional, dan politik yang saling telrkait, 

seldangkan stratelgi kelbelrlanjutan kolaborasi melnelkankan pelntingnya intelgrasi 

budaya kelrja, relformasi kellelmbagaan, dan pelnguatan sumbelr daya selrta dukungan 

sosial. 

                         

1.2. Rekomendasi 

Belrdasarkan hasil analisa telrhadap pelndelkatan dan telori yang digunakan untuk 

mellihat dinamika kolaborasi antar pelmangku kelpelntingan dalam pelnanganan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. Pelnulis mellihat belrbagai 

tantangan dan pelluang, dan faktor yang melndukung, kelmudain melmbelrikan catatan 

kritikan dan saran selbagai relkomelndasi yaitu selbagai belrikut: 

1. Pelmanfaatan Platform Digital Kolaboratif untuk Forum Koordinasi delngan 

pelnanggungjawab dari DP3AP2KB. Sellain pelrtelmuan tatap muka rutin, forum 

koordinasi lintas selktor dapat dipelrkuat mellalui pelmanfaatan platform digital 

telrpadu (misalnya aplikasi atau dashboard belrbasis welb) yang melmungkinkan 

aktor-aktor telrkait selpelrti DP3AP2KB, Unit PPA Polrels, Dinkels, Dinsos, 

Keljaksaan, LSM, hingga tokoh masyarakat dapat melngunggah dan 

melmpelrbarui data kasus selcara relal-timel delngan teltap melnjaga kelrahasiaan 

korban, mellakukan rapat virtual, melmbuat notulelnsi digital otomatis untuk 

melmudahkan tindak lanjut hasil pelrtelmuan, dan melmonitor capaian kinelrja 

belrsama mellalui indikator yang diselpakati (misalnya jumlah kasus yang 

ditangani, kelcelpatan relspons, pelmulihan korban).  

2. Pelrlu pellatihan dan lokakarya tatap muka yang dikordinir olelh P2TP2AP yang 

melmungkinkan para stakelholdelrs untuk mellakukan pelnyamaan pelrselpsi 

telrkait proseldur pelnanganan kasus.  

3. Pelnyusunan Standar Opelrasional Proseldur (SOP) kolaboratif yang selcara jellas 

melngatur pelran, kelwelnangan, selrta alur kelrja masing-masing instansi dalam 

melnangani kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak delngan pelnanggung jawab 

dari DP3AP2KB sellaku lelading selctor.  

4. Mellakukan monitoring dan elvaluasi belrbasis kinelrja kolaboratif yang 

dilakukan P2TP2A selcara belrkala mellalui pelmanfaatan telknologi digital, 

misalnya dashboard kinelrja telrpadu atau aplikasi belrsama yang dapat 
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melnampilkan capaian seltiap instansi selkaligus elfelktivitas sinelrgi antar 

lelmbaga dalam melrelspon kasus selrta melnurunkan angka kelkelrasan selksual 

telrhadap anak.  

5. Idelalnya, pelrlu dibangun rumah aman belrbasis kolaborasi lintas selktor yang 

dikellola olelh P2TP2A dan dibantu olelh lintas selktor lainnya. Rumah aman ini 

tidak hanya belrfungsi selbagai telmpat pelrlindungan selmelntara bagi korban 

kelkelrasan selksual, teltapi juga melnghadirkan layanan yang lelbih holistik dan 

kelkinian.  

 


